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ABSTRACT 

 

 
The development of infrastructure is one of the efforts from government in order to fulfill 

the needs of the community. One of them is the construction of the Way Sekampung Regulating 

Dam in Pringsewu District. Development require land as the location of implementation obtained 

through land acquisition activities. The land acquisition of Way Sekampung Dam was implemented 

in 2015 and was finished in 2021. However, after its operation, the project has brought about 

changes in the physical, social and economic environmental conditions. As a result of these changes, 

the construction of the dam has resulted in the emergence of the physical environmental impact that 

affects the life of people who lives nearby, around the development, social and economi impact felt by 

the entitled parties after the acquisition of the land of the Way Sekampung Dam.  

The study aims to analyze the changing conditions and the impact of large-scale project 

construction. Research uses qualitative methods using descriptive approaches. The impact on the 

physical environment is known from widespread changes in land use, and access to the road network, 

while the social and economic impact is known of social interaction, the change of occupation, as 

well as the income of the entitled party. Physical environmental impact analysis by performing 

overlays using ArcGIS, analysis for social and economic environmental impacts using qualitative 

analysis techniques and using primary and secondary data sources gathered through the 

interpretation of images, interviews, observations and document studies.  

The study showed that land acquisition of the Way Sekampung Dam has a change and 

impact on the physical environmental conditions, including widespread changes in land use, 

resulting in the emergence of new types of use and changing the irrigation system of the community 

as well as changing access and distribution of the road network around the development area. In the 

social and economic impact found changes in social interaction, changes in occupation and 

fluctuations in the income conditions of entitled parties. As a result of the impact, management of 

the physical, social and economic environment is needed support from various parties. 

 

Keywords: land acquisition, change, impact. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Mengacu pada amanat yang tertuang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 yang selanjutnya diatur lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2021 dan diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2023 menjelaskan bahwa pemerintah diwajibkan untuk menyediakan tanah yang 

diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional, dalam hal ini penyediaan 

tanah dilakukan melalui kegiatan pengadaan tanah. Pasal 1 Poin 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pengadaan tanah adalah 

kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak 

dan adil kepada pihak yang berhak. Koeswahyono (2008) mendefinisikan 

pengadaan tanah oleh pemerintah sebagai tindakan hukum untuk mendapatkan 

tanah untuk tujuan tertentu oleh individu atau organisasi tertentu, dengan 

mengganti kerugian kepada pemilik tanah dengan cara dan jumlah tertentu. Arti 

dari kepentingan umum adalah kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat 

yang harus diciptakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 

kemakmuran rakyat.  

Pengadaan tanah memiliki beberapa tahapan yakni tahap perencanaan, 

persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Kegiatan pembebasan lahan 

untuk pembangunan dilakukan pada tahap pelaksanaan. Kegiatan ini diberikan 

kepada pihak yang berhak melalui skema ganti rugi sesuai dengan Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang 

dimutakhirkan melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum. Melalui ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam kegiatan 

pengadaan tanah melibatkan beberapa pihak utama dalam pelaksanaannya, salah 
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satunya yakni pihak yang berhak. Ketentuan tersebut menjabarkan pula bahwa 

definisi dari pihak yang berhak ialah pihak yang menguasai atau memiliki objek 

pengadaan tanah yang kemudian akan dilakukan proses pelepasan hak yakni 

pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak serta peralihan hak kepada 

negara dengan cara pemberian ganti rugi. Pasal 18 UUPA juga menyatakan 

bahwa untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan 

memberikan ganti kerugian yang layak kepada pihak yang berhak. Rusyaidi 

(2009) menyatakan bahwa ganti kerugian diberikan sebagai pengganti nilai 

tanah, termasuk properti yang ada di atasnya, saat hak atas tanah dilepaskan atau 

diserahkan. Dalam hal ini penting untuk mengedepankan keadilan dalam 

pemberian ganti kerugian. Secara keseluruhan, pengadaan tanah di Indonesia 

merupakan proses yang kompleks dan sering menimbulkan perdebatan sehingga 

memerlukan koordinasi yang cermat antara lembaga pemerintah, lembaga 

swasta, pemilik tanah, dan masyarakat untuk memastikan transparansi, keadilan, 

dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan perlindungan sosial. Oleh 

karena itu, selaras dengan pernyataan Ogwang & Vanclay (2019) yang 

menyatakan bahwa setiap kegiatan pengadaan tanah harus dianggap sebagai 

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang terkena dampak. 

Jika hal tersebut tidak dipatuhi, maka pengadaan tanah untuk pembangunan akan 

menyebabkan kerugian dan penurunan kualitas hidup bagi masyarakat 

terdampak.  

Menurut Legiani et al. (2018) Pembangunan nasional merupakan sebuah 

proses menuju perubahan yang terencana dengan tujuan masyarakat yang lebih 

baik dan dilakukan dengan memperhatikan nilai atau norma yang berlaku. 

Dengan berdasar konsep pembangunan nasional tersebut maka tentunya setiap 

kegiatan membutuhkan tanah sebagai dasar pembangunan fasilitas sehingga 

dapat dikatakan bahwa tanah berperan aktif terhadap pembangunan. Oleh karena 

itu, kegiatan pengadaan tanah perlu memperhatikan pentingnya peran tanah  

dalam kehidupan setiap individu. Dalam konteks demikian, tanah bersifat 

multidimensional, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik yang tiap 

bagiannya berpotensi dan ditujukan untuk memberikan dampak terhadap 
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kesejahteraan masyarakat. Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang 

berbunyi bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial menegaskan 

dengan jelas fungsi yang dimiliki oleh tanah. Fungsi sosial yang selaras dengan 

makna kepentingan umum menjadikan pemegang hak atas tanah untuk 

mengorbankan kepentingan  pribadi guna menunjang kepentingan umum. Pada 

dasarnya, undang-undang ini bertujuan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah 

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan 

kepentingan masyarakat. Keseimbangan dalam pengadaan tanah tak hanya 

mengacu pada satu sisi, namun kegiatan juga harus mengacu pada aspek lainnya, 

baik aspek fisik maupun aspek non fisik. Aspek fisik dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah ditunjukkan melalui kondisi lingkungan, Setiawan & Marfai 

(2016) menjabarkan bahwa aspek tersebut meliputi aspek demografis, geografis, 

politis, ekologi, maupun sosial ekonomi warga yang wilayahnya terkena proyek.  

Akibat banyaknya ragam faktor yang dapat mempengaruhi 

pembangunan, maka diperlukan suatu keseimbangan untuk tercapainya 

suistainable development goals (SDGs) dengan tetap memperhatikan kondisi 

lingkungan. Suraji et al. (2022) mengatakan bahwa jika aspek pembangunan yang 

berwawasan lingkungan diabaikan, maka akan ada kerusakan atau hilangnya 

beberapa prasarana dan akses serta sumber daya alam. Harmonisasi antara 

sumber daya alam yang tersedia dengan regulasi tentunya menjadi sebuah 

hakikat mutlak dalam pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional menggabungkan tata 

cara perencanaan pembangunan untuk membuat rencana pembangunan jangka 

panjang, menengah, atau tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN). Dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 

rencana pembangunan nasional memasuki tahap ketiga dalam RPJMN periode 

2015-2019. Hal ini sejalan dengan visi yang dipaparkan selama masa kampanye 

berlangsung, salah satunya ialah program nawacita. Nawacita adalah salah satu 

dari sembilan prioritas pembangunan. Membangun Indonesia dari pinggiran 

dengan memperkuat desa dan daerah dalam kerangka persatuan nasional adalah 

salah satu tujuan program ini. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Nasional tahap ketiga bertujuan untuk lebih memantapkan 

pembangunan komprehensif di berbagai sektor, dengan menekankan pada 

pencapaian kemampuan ekonomi yang kompetitif yang diwujudkan oleh 

kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan pembangunan nasional ditetapkan 

oleh pemerintah dengan cara penyusunan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Fokus utama dari adanya PSN yakni pada kajian pembangunan atau 

pengembangan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kajian tersebut tercantum 

dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan pelaksanaan 

proyek strategis nasional yang kemudian disempurnakan melalui pembaharuan 

dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Melalui ketetapan tersebut, 

dapat diketahui bahwa Bendungan Way Sekampung merupakan salah satu 

bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang letaknya di Kabupaten 

Pringsewu, Provinsi Lampung.  

Kabupaten Pringsewu yang menjadi bagian dari Provinsi Lampung 

adalah salah satu daerah di Indonesia yang perlu dikembangkan sumber daya 

airnya, karena sebagian besar wilayah  penggunaan  lahannya digunakan  untuk  

tegal,  sawah  dan  perkebunan. Ketersediaan air irigasi menjadi faktor utama 

dalam melangsungkan kegiatan pertanian hingga perkebunan. Pemenuhan 

kebutuhan tersebut dapat difasilitasi dengan perencanaan pembangunan 

bendungan yang dalam hal ini diwujudkan melalui pembangunan Bendungan 

Way Sekampung. Bendungan Way Sekampung memiliki kapasitas tampung 68 

juta m3 yang akan memberikan pasokan air irigasi seluas 72.707 hektar, potensi 

listrik 5,4 MW, penyediaan air bersih sebesar 2,482 liter perdetik hingga menjadi 

sumber pembangkit listrik sebesar 5,4 megawatt, serta mereduksi banjir 185 m3 

perdetik. Dengan kebutuhan tanah seluas 830 hektar yang meliputi dua 

kabupaten, yaitu Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus. 

Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk menambah kapasitas tampungan 

air sehingga keberlanjutan suplai air irigasi ke sawah terjaga (Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2018).  

Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar, 

Bendungan Way Sekampung juga memberikan manfaat eksternal kepada 
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masyarakat lokal, yakni Bendungan Way Sekampung memiliki potensi untuk 

meningkatkan ekonomi lokal melalui penggunaan air baku, energi, pengendalian 

banjir, dan pariwisata. Sebaliknya, bendungan dapat berdampak baik dan buruk 

pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hubungan antara pembangunan 

bendungan dan masyarakat harus dipertimbangkan untuk memaksimalkan 

manfaatnya. Dengan masyarakat yang sangat bergantung pada lahan untuk hidup 

dan ekosistem yang sangat mendukung, penting untuk mempertimbangkan 

semua faktor yang karena akan mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat 

terdampak.  

Bendungan Way Sekampung mulai dibangun sejak September 2016 

sedangkan pembebasan lahan dimulai pada tahun 2015. Pembebasan lahan 

meliputi lahan-lahan masyarakat berupa rumah, sawah, dan kebun masyarakat. 

Daerah Kecamatan Pagelaran ini dulunya adalah kawasan pertanian dan 

perkebunan yang mayoritas pemilik lahan merupakan petani atau pekebun. 

Dengan adanya pembangunan Bendungan Way Sekampung ini diperkirakan 

akan memberikan dampak pada kondisi lingkungan fisik serta kehidupan sosial 

ekonomi dan masyarakat. Setelah pembebasan lahan, kehidupan masyarakat 

setempat tentunya mengalami perubahan drastis dan kualitas hidup mereka pun 

terpengaruh. Pengadaan tanah tentunya mempengaruhi banyak aspek lainnya, 

salah satu lainnya yakni, perubahan luas penggunaan lahan. Perubahan luas 

penggunaan lahan tidak mungkin tanpa ada penyebab yang pasti. Dalam 

penelitian ini, urgensi kebutuhan penduduk atas lahan untuk penggunaan tertentu 

menjadi alasan utama dengan implikasi berupa perubahan luas penggunaan 

lahan. 

Perubahan suatu kebiasaan penduduk akibat dari adanya pembebasan 

lahan menimbulkan dampak terhadap pola masyarakat yang berhubungan 

dengan aktivitas usaha dan relasi sosial. Permasalahan sosial yang terjadi, yang 

paling mungkin ialah terkait interaksi sosial. Interaksi sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama bisa membuat suatu 

kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini yang makin 

lama waktu berjalan dalam kehidupan bermasyarakat pada suatu lingkungan 
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dapat berubah menjadi budaya. Melalui permasalahan sosial tersebut 

memungkinkan terjadinya perubahan interaksi sosial yang berarti akan ada 

perubahan kebiasaan bahkan budaya dalam suatu lingkungan akibat adanya 

perubahan fungsi lahan. Mereka juga dihadapkan pada dilema karena tidak 

memiliki lahan untuk bertani dan tidak memiliki pekerjaan untuk bekerja, 

terutama ketika mereka menghadapi perubahan identitas yang akan 

mempengaruhi kondisi perekonomian. Anisa et al. (2021) mengatakan bahwa 

pembebasan tanah untuk pembangunan menyebabkan banyak rumah tangga 

kehilangan atau mengubah aset penghidupannya. Beberapa rumah tangga 

menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup setelah pembebasan tanah 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendapatkan taraf hidup yang lebih baik. 

Namun, dalam realitanya terdapat perbedaan dari tujuan pembangunan tersebut.  

Dengan adanya kemungkinan berupa anomali atas hasil dari 

pembangunan bendungan, pemerintah perlu menyiapkan arahan atau kebijakan 

guna memperkecil penyimpangan yang telah terjadi maupun mencegah 

penyimpangan-penyimpangan lain yang mungkin terjadi dimasa mendatang. 

Dari definisi tersebut pemerintah diharapkan mampu melakukan upaya lain yang 

dapat memfasilitasi masyarakat sekitar lokasi pembangunan bendungan sebagai 

Melalui dampak-dampak yang timbul dari pembangunan bendungan ini maka 

perlunya dilakukan upaya pengelolaan dampak terhadap kondisi lingkungan, 

hingga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, perlunya 

penelitian ini guna mengetahui dampak yang diakibatkan oleh pengadaan tanah 

serta menganalisis tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengelola dampak 

yang timbul pasca pembangunan.  

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kondisi dan dampak pembangunan Bendungan Way Sekampung 

terhadap kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi? 

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola dampak dari 

pembangunan Bendungan Way Sekampung? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisis perubahan kondisi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi 

serta dampak dari adanya pasca pembangunan Bendungan Way 

Sekampung. 

b. Memberikan rekomendasi upaya untuk mengelola dampak pembangunan 

Bendungan Way Sekampung.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

a. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi pustaka 

dari penelitian guna mengembangkan ilmu pertanahan khususnya di 

bidang pengadaan tanah.  

b. Manfaat Sosial  

Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat secara umum 

tentang fenomena pembangunan dan dampak yang dapat ditimbulkan 

terhadap kondisi lingkungan fisik hingga kehidupan sosial dan ekonomi 

pihak yang berhak serta masyarakat terdampak pasca adanya 

pembangunan.  

c. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai 

dampak pengadaan tanah terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan 

serta berkontribusi sebagai kajian dan bahan pertimbangan dalam 

penyelesaian masalah pasca pembangunan bendungan.
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari d ata penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengadaan tanah Bendungan Way Sekampung memberikan dampak bagi 

lingkungan, diantaranya:  

1. Lingkungan fisik mengalami perubahan yaitu pada luas penggunaan lahan 

dan akses jaringan jalan. Perubahan luas penggunaan lahan terjadi pada jenis 

penggunaan lahan pemukiman, pertanian, perkebunan, pendidikan, 

perdagangan/jasa serta prasarana umum. Perubahan luas penggunaan lahan 

banyak terjadi pada lahan pertanian dengan penurunan sebesar 26,58% dan 

lahan perkebunan yang berkurang 22,43% dari total keseluruhan luas 

penggunaan lahan. Perubahan jenis penggunaan lahan juga mengakibatkan 

munculnya jenis penggunaan baru diantaranya berupa badan air, bendungan, 

dan pariwisata. Pengadaan tanah Bendungan Way Sekampung juga 

mengakibatkan perubahan dalam akses jaringan jalan diantaranya 

meningkatkan konektivitas jaringan yang mencakup hingga wilayah 

terpencil serta pengembangan kualitas konstruksi jalan. Namun, 

pembangunan bendungan juga mengurangi keberadaan jembatan yang 

menghubungkan antar sisi sungai serta mengubah sistem irigasi pada lahan 

disekitar wilayah pembangunan. Selain itu dampak dirasakan dalam 

lingkungan sosial yang digambarkan melalui kondisi interaksi masyarakat 

pada wilayah terdampak yang mengalami peningkatan, hal ini ditandai 

dengan munculnya kelompok khusus dalam pengembangan wilayah seperti 

adanya kelompok sadar wisata. Tak hanya itu, pembangunan bendungan 

juga memberikan dampak terhadap lingkungan ekonomi yang dirasakan oleh 

pihak yang semula bermatapencarian sebagai petani/pekebun. Pihak yang 

kehilangan lahan garapan mengubah atau mencari pekerjaan tambahan 
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sehingga mengalami instabilitas pendapatan apabila dibandingkan sebelum 

kegiatan pengadaan tanah. 

2. Upaya pengelolaan dampak dapat dilakukan dengan cara memberikan 

pemberdayaan kepada masyarakat berupa pelatihan agar dapat 

mengoperasikan atau memperluas lingkup usaha, memberikan kemudahan 

pendaftaran izin usaha, serta keringanan pungutan pajak bagi usaha kecil dan 

menengah, merevitalisasi sarana prasarana disekitar wilayah pembangunan 

dan melibatkan lembaga terkait untuk mengembangkan potensi wilayah. 

 

B. Saran 

Melalui hasil penelitian yang didapatkan, peneliti dapat memberikan 

saran terkait dampak dari pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan Way 

Sekampung sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan dampak lingkungan 

fisik sekitar wilayah pembangunan terkait sarana prasarana penunjang bagi 

masyarakat terdampak dan mempertimbangkan lebih lanjut kondisi sosial 

ekonomi yang dirasakan oleh pihak yang berhak. Pemerintah juga 

diharapkan dapat pro-aktif dalam menginisiasi dan mendukung upaya 

pengelolaan dampak akibat kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan 

secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Pihak penerima ganti rugi diharapkan lebih bijak dalam mengatur dan 

mengelola uang hasil ganti rugi sebab potensi untuk berwirausaha di wilayah 

bendungan yang masih cukup berlimpah untuk dimanfaatkan sebagai alat 

peningkatan kesejahteraan hidup. 
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